
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 60 TAHUN 2020 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 

DE A RAHMAT U A YA G MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimb g 

Mengingat 

a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan As . Da erah 
dan pelaksanaan p emungutan Pajak Daerah yang fek tif 
dan efisien, erIu men ga tur Sis tem dan Prose ur 
Pengelolaan Pajak a erah; 
bahwa berdasarkan p rtimbangan sebagaimana d i sud 
dalam huruf a, p rIu menetapkan Peraturan upati 

asikmalaya tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Pa · a rah; 

2 . g 4 ahun 19 0 ten tang 
e e tu kan Daer abu pate al Li g ungan 

Provinsi a a Barat egara 1950) , 
baga· a n a a iu gan an -

ahun 19 8 ten tang Pembentukan Kab paten akarta 
dan Ka paten Sub g dengan engubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahu 19 50 ten g Pe bentu kan aerah-Daerah 
Kab pat n dalam Lingk n gan Provinsi Djawa Barat 
(Lem aran Negara Rep b ik donesia ah u 1968 N mor 31 , 
Tam bahan Lem bar n Ne a Repub ik Ind esia Nomor 
2 5 ); 

3 . Undan g-Undang Nom r 6 Ta u n 1983 tentan Ketentuan 
Umum da n Ta Car Perpajakan (Lembaran Negara 

epublik n donesia Tah n 1983 omor 49, Tambahan 
Lem an Negara Republik Indon esia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah be e apa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan g Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 



Menetapkan 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DaerahKabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 7); 

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2017 ten tang 
Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Belanja Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalayaj 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Un dang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUM D) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi so sial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
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6 . Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari 10 (sepuluh). 

8 . Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. 

9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasukjasa boga/katering. 

10. Pajak Hiburan adalah pajak at as penyelenggaraan hiburan. 
11 . Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, danl atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
12 . Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
temp at penitipan kendaraan bermotor. 

16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 

17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah. 

18. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. 

19 . Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. 

20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga eolloealia, yaitu 
eolloealia juehliap haga, eolloealia maxina, eolloealia eseulanta dan 
eolloealia line hi. 

21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 

22 . Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP a dalah orang pribadi a tau 
Badan, meliputi pembayar pajak, pemoton g pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

23 . Masa Pajak adalah jan gka waktu 1 (satu) bulan kalen der a tau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati palin g lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi Waj ib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
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24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna 
dengan tahun kalender. 

25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

27 . Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang teru tang. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sarna 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari 
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungu tan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang diatur 
dalam peraturan Bupati ini meliputi: 
1.. Pendaftaran dan Pendataan; 
2. Pembayaran; 
3. Pelaporan; 
4. Ketetapan Paj ak; 
5. Penagihan; 
6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 

Pengurangan Sanksi Administrasi; 
7. Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran; 
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 
9. Keberatan dan Banding. 

Pasal 3 

Dalarn Sistern dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk sistem dan Prosedur Pengelolaan 
pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan. 

Pasa14 

lsi dan uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum Dalam Lampiran sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BABIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diund ngkan di Singaparna 
Pada tanggal 10J Agyst s 2020) 

SEKRET 
UP TE 

A 
K LY 

Ditetapkan di Singaparna 
Pada tangga l 1'0 ~tua, 2020' 

BERITA DAE RAH KABUPATEN TASI MALAY TAHUN 20 20 NOMOR 60) 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
60 T AHUN 2020 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan 
kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan 
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemberian kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan 
daerah baik pendapatan maupun pengeluarannya. 

Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata cara penerbitan, 
pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 

Mengingat aturan pedoman pelaksanaan ten tang pajak daerah belum ada 
serta pentingnya pedoman pengadministrasian pendapatan maka 
dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak 
Daerah yang diperlukan untuk mendukung terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang akuntabel terutama dibidang pendapatan. 
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 43 Tahun 1999 ten tang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain dengan 
penyesuaian pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah dimaksudkan 
untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan 

pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 
Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh 
SKPD untuk mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan 
pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya. Dengan demikian terdapat 

kesamaan pemahaman bagi seluruh SKPD dalam pengadministrasian 
pengelolaan pajak daerah. 
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C. SISTEMATlKA PENYUSUNAN 

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang diatur 
dalam peraturan Bupati ini meliputi, yaitu: 
1. Pendaftaran dan Pendataan; 
2. Pelaporan; 
3. Pembayaran; 
4. Ketetapan Pajak; 
5. Penagihan; 
6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 

Pengurangan Sanksi Administrasi; 
7. Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran; 
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 
9. Keberatan dan Banding. 

Untuk memudahkan pemahaman, setiap sistem dan prosedur dari suatu 
kegiatan/ sub kegiatan disajikan dalam sistematika sebagai berikut: 
1. Pengertian 

Berisi penjelasan tentang prosedur yang diuraikan. 
2. Pihak-pihak yang Terkait 

Berisi semua pihak-pihak yang terlibat dalam sistem dan prosedur dari 
suatu kegiatan. Uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang 
tindih dalam pelaksanaan tugas. 

3. Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan 
Berisi formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam sistem dan 
prosedur suatu kegiatan yang diuraikan. 

4. Prosedur 
Merupakan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam 
suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk 
menghasilkan data atau informasi yang akan menjadi masukan bagi 
pelaksanaan kegiatan yang lainnya. 

5. Bagan Alur 
Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang 
dilaksanakan dari awal sampai berakhirnya suatu kegiatan. Selain itu, 
juga menjelaskan jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta 
alur pendistribusian dokumen dari satu pihak/bagian kepada 
pihak/bagian lain yang terkait dalam suatu proses pelaksanaan sistem 
dan prosedur. 

BAB II 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 

Pajak daerah yang selanjutnya d isebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuaJ. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya 
mengatur tata cara urutan pelaksanaan pekerjaan administrasi perpajakan, 
dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk 
menghasilkan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada fungsi lain. 
Sistem dan prosedur administrasi pajak pada Kabupaten Tasikmalaya terdiri 
dari 9 (Sembilan) kegiatan utama yang masing-masing akan dijelaskan berikut 
InI. 

A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 
Kegiatan Pendaftaran adalah kegiatan pendaftaran calon Wajib Pajak (WP) 
atau perubahan data WP lama oleh WP. 
Sedangkan kegiatan Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
petugas untuk calon WP maupun untuk WP lama yang sudah memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kegiatan Pendaftaran dan 
Pendataan terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan penjelasan dibawah 
InI. 

1. Kegiatan Pendaftaran 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran calonjwajib 
pajak atau perubahan data WP lama oleh WP. 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran WP 
adalah: 
1) Kepala Sub Bidang Pelayanan, dan 
2) CalonjWajib Pajak. 

c . Prosedur 
1) Kepala Sub Bidang Pelayanan menyiapkan Formulir Pendaftaran; 
2) Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada calonjWP atau yang 

diberi kuasa; 
3) Setelah Formulir Pendaftaran diterima, calonjWP atau yang diberi 

kuasa mengisi formulir pendaftaran, menandatangani, melengkapi 
lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Kepala 
Sub Bidang Pelayanan; 

4) Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Sub Bidang Pelayanan 
rnerneriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya: 
a . Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam 

Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 
selanjutnya dimasukan ke dalam database, diarsipk an serta 
dibuatkan Kartu NPWPD; 
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b. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya 
dikembalikan kepada WP atau yang diberi kuasa untuk 
dilengkapi dan diserahkan kembali ke Kepala Sub Bidang 
Pelayanan. 

5) Setelah NPWPD dibuat diserahkan kepada WP dengan menglSl 
daftar penyerahan NPWPD. 

d. Formulir dan kelengkapan yang digunakan 
Formulir dan kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan ini 
antara lain: 
1) Formulir Pendaftaran; 
2) Kartu NPWPD; 
3) Daftar Penyerahan NPWPD. 

e. Bagan Alur 

Uraian 

1. Kepnln Sub Bidnug Pelaynnan 
menyiapkan Formulir Pendaftaran 

2. Selelnh Formulir Pendaflaran 
dilerima, calonlWP alau yang diberi 
kuasa mengisi formulir pendaftanm, 
menandatangani, melengkapi 
lampiran yang diperlukan dnn 
menyerahknn kemboli ke Kepnla 
Sub Bidang Pelayanan 

3. Berdasarkan formulir pendaftaran, 
Kepala Sub Bidang Pelayanall 
memeriksa kebenaran dan 
kelengkapan pengisiannya 

a) Apabila peugisiannya benar dan 
lampirannya lengkap dalam 
Formulir Pendaftaran diberi 
tanda dan tanggal pcncrimaan 
dan selanjutnya dimasukan kc 
dalam database, diarsipkall serta 
dibuatkan Kartu NPWPD; 

b) Apabita belum lengkap Formulir 
Pcndaftaran dan lampirannya 
dikembalikan kepada calonIWP 
atau yang dibcri kuasa untuk 
diIengkapi dan diserahkan 

kembali ke Kepala Sub Bidang 
Pelayanan 

4. Setcl.ah NPWPD dibuat disernhkan 
kepndn WP dcugnn mcngisi da ftar 

pcnyerahan NPWPD 

diarsipkan 

Kasubid Pelayanan 

Mului 

Persiapkan 
Fonn 

Fonn 
PencL.1fiaran 

-

Forn} 
Pendaftaran 

Bena r & 
Lcngkap ? 

Va 

dalaba~e 

Tidak 

1 
Foml 

Pendafiaran 

CalonlWajib Pajak 

Fonn 
Penda ftaran 

Persiapkan 
FornI 

Fonn 
P"uduUumn 

-

I~ 

Kartu 
---. NWPD f--+ 

( Selesai 

Daftar 
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2 . Kegiatan Pendataan Wajib Pajak 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran calonJwajib 
pajak secara pendataan atau dilakukan oleh petugas pendataan 
langsung ke calon/wajib pajak. 

b . Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendataan WP 
adalah: 
1) Kepala Sub Bidang PelayananJPetugas, dan 
2) Wajib Pajak. 

c. Prosedur 
1) Kepala Sub Bidang PelayananJPetugas dalam melakukan 

pendataan ke calon/wajib pajak menyiapkan Formulir Pen daftaran; 
2) Menyampaikan Formulir Pendaftaran kepada calon/WP; 
3) CalonJWP atau yang diberi kuasa mengisi Formulir Pendaftaran, 

menandatangani, melengkapi lampiran yang diperlukan dan 
menyerahkan kembali ke Kepala Sub Bidang Pelayanan/Petugas; 

4) Berdasarkan Formulir Pendaftaran dari calon/WP, Kepala Sub 
Bidang Pelayanan/Petugas menerima dan memeriksa kebenaran 
dan kelengkapan pengisiannya: 
a) Apabila pengIslannya telah benar, ditandatangani dan 

lampirannya lengkap, dalam Formulir Pendaftaran diberi tanda 
dan tanggal penerimaan; 

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya 
dikembalikan kepada calon/WP untuk dilengkapi dan 
diserahkan kembali ke Kepala Sub Bidang PelayananJPetugas. 

5) Dimasukan ke dalam database dan diarsipkan; 
6) Dilakukan proses penetapan; 
7) Setelah NPWPD dibuat diserahkan kepada wajib pajak dengan 

mengisi daftar penyerahan NPWPD. 

d. Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan 
1) Formulir Pendaftaran; 
2) Kar tu NPWPD ; 
3) Daftar Penyerahan NPWPD. 



e . Bagan Alur 

Uraiau 

1. Kepala Sub Bidang PelayallaniPetugas 

daiam melakukan pelldataan ke 
calon/wajib pajak menyiapkan 
Formulir Pendaftaran 

2. Calon/WP atau yang diberi kuasa 
mengisi Formulir Pendaftaran, 
llleJlandatangani, meleJlgkapi lampiran 
yang diperlukan dan menyerahkan 
kembali ke Kepala Sub Bidang 
PelayananiPetugas 

3. Berdasarkan formulir pendafiaran, 
Kepala Sub Bidang Pelayananlpetugas 
memeriksa kebenaran dan kelengkapan 
pengisiannya 

a) Apabila pengisiannya benae dan 

lampirannya Jengkap, dalam 
Formulir Pendaflaran diberi landa 
dan tanggal pencrilllaan dan 
selanjlltnya dimasukan ke dalam 
database, diarsipkan seIta 
dibualkan Kartu NPWPD; 

b) Apabila belum lellgkap FOrtllulir 
Pendaftaran dan lalllpirannya 
dikelllbalikan kepada calon/WP 
atau yang diberi kuasa untuk 
dilengkapi dan diserahkan kembali 
ke Kepala Sub Bidang Pelayanan 

4. Dima ukan ke dalam database dan 
diarsipkan; 

- Dilakukoll proses penelapan; 
6, Setelah NPWPD dibuat diserallka:n 

kepada wajib pajak dengan mellgisi 
daftar pcnycrahan NPWPD 

diarsipkan 

13 

Kasubid Pelayauau 

( Mulni 

Persiapkan 
FOlm 

Fonn 
Pendaftaran 

Form 
Penda ftaran 

Benar & 
Lengkap ? 

Ya 

databa~e 

Tidak 

Foan 
Pendaftaran 

CaloulWajib Pajak 

Form 
Pendaftaran 

Persiapkan J 
Fonn 

Form 
Pendltftamn 

Kartu I ... 
--+ NWPD r-r 

~ 
Selesai 

3. Kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak secara Penetapan Jabatan 
a . Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan wajib pajak 
secara jabatan terhadap WP yang tidak rnelakukan pendaftaran 
sebagai WP. 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur penetapan WP 
adalah: 
1) Kepala Sub Bidang Pelayanan; dan 
2) Wajib Pajak. 
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C. Prosedur 
1) Kepala Sub Bidang Pelayanan berdasarkan data yang 

diperoleh/ dimiliki menyiapkan NPWPD untuk ditetapkan secara 
jabatan; 

2) NPWPD yang telah ditetapkan secara jabatan diserahkan kepada 
WP dan mengisi daftar penyerahan NPWPD. 

d. Daftar /Buku yang Digunakan 
1) Kartu NPWPD; 
2) Daftar Penyerahan NPWPD. 

e . Bagan Alur 

1) KepaJa Sub Bidang Pelayanan 
berdasarkan dala yang diperolehldimiliki 
menyiapkan NPWPD ulltuk ditelapkan 
secara jabatan; 

2) NPWPD ang telah ditetapkan eeara 
jabatan discrahkan kcpada WP dan 
mengisi daftar penyerahan NPWPD 

B . PELAPORAN 

Mulai 

Data WP 

Menyapkan 
NPWPD 

Kartu Daftar 
NWPD------- Penyerahan 

( Selesai 
\'------' 

Kegiatan pelaporan pajak daerah oleh WP atau pihak yang diberi kuasa 
melalui BPKPD. Sistem dan prosedur kegiatan tersebut diuraikan berikut 
ini: 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan pelaporan perpajakan 
daerah oleh wajib pajak ke BPKPD. 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur lnl 
adalah: 
1) Wajib Pajak; 
2) Kepala Sub Bidang Pelayanan. 
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c. Prosedur 
1) WP mengisi, menandatangani dan melaporkan SPTPD dilampiri SSPD 

untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh 
wajib pajak ke BPKPD; atau 

2) WP mendatangi petugas pelayanan di BPKPD untuk dibuatkan SPTPD 
dan SSPD dengan melaporkan omzet secara benar, jelas dan lengkap; 

3) SPTPD paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam 
satu masa pajak; 

4) SfYfPD disampaikan atau dibuat setelah berakhirnya masa pajak; 
5) SPTPD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut: 

a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Tempat yang ditunjuk oleh Bupati; 
c) BPKPD. 

d. Forrnulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) SPTPD; 
2) Register SfYfPD; 
3} Laporan Administratif. 

e. Bagan Alur 

Uraian 

i. 

1. WP mcngisi, menandatangllni dan melapoikan 
SPTI'D dilampiri SSPD untuk jenis pajak yang 

dibayar sendiri berdasarkan perhitllngnu oleh wajib 
pajak ke BPKPO; alau 

2. WP mendatangi petllgas pelayanan di BPKPD 

untuk dibuatklln SPTPO dan SSPO dengan 
melaporkan omzet secara benar, jelas dan lengkap; 

J . SPTPO paling scdikit memuat omzel dan jum\ab 
pajak terutang daJam satu masa pajak; 

4. SPTPO disampaikan atau diblk11 setelah 
berdk:himya masa pajak 

5. SPIPO dibuul rangkap 3 (tiga) dengan distribllSi 
sebagai berikul: 

a) Asli uutuk wajibpajak; 

b) Tempat yang ditunjuk oleh Bupat i; 

C) BPKPO 

c. PEMBAYARAN 

Wajib Pajak 

( Mulal ) 

1 
Mengisi SPTPD 

SPTPD 
ASLI 

KepaJa Sub Bidang 
Pelayanan 

SPTPD 

-

Kegiatan pembayaran pajak oleh WP atau pihak yang diberi kuasa melalui 
tempat yang ditunjuk oleh Bupati. Sistem dan prosedur kegiatan tersebut 
diuraikan berikut ini: 
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1. Kegiatan Pembayaran Melalui Tempat Yang Ditunjuk Oleh Bupati 

a. Pengertian 
Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan pembayaran kewajiban 
perpajakan daerah oleh wajib pajak langsung ke rekening kas daerah 
di temp at yang ditunjuk oleh Bupati. 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 

adalah: 
1) Wajib Pajak; 
2) Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah; 
3) Bendahara Penerima/ BP; 
4) Kepala BPKPD. 

c. Prosedur 
1) WP membayar pajak terutang dengan menggunakan SSPD atau bukti 

pembayaran lainnya atas dasar SPTPDjSKPD; 
2) SSPD atau bukti pembayaran lainnya dibuat rangkap 3 (tiga) dengan 

distribusi sebagai berikut: 
a) AsH untuk wajib pajak; 
b) Tempat yang ditunjuk oleh Bupati; 
c) BPKPD. 

3) SSPD dan atau bukti pembayaran divalidasi dan d icap oleh Pejabat 
Kas Daerah/pihak bank, BUD/Kas Daerah menyerahkan 1 (satu) 
rangkap asH SSPD dan Bukti pembayaran kepada WP dan 1 (satu) 
rangkap kepada BPKPD 

4) Kasubid Perencanaan, Data dan Informasi mengarsipkan 1 (satu) 
rangkap SSPD; 

5) Bendahara Penerimaan/BP mencatat setoran tersebut dalam 
Register STS / SSPD dan mengadministrasikan baik secara tertulis 
maupun secara sistem sesuai peraturan penge10laan keuangan 

daerah; 
6) Bendahara Penerimaan/BP secara periodik (bulanan) membuat 

Laporan Administratif kepada Kepala BPKPD. 

d . Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) SSPD /bukti pembayaran lainnya; 
2) Register STS / SSPD; 
3) Laporan Administratif. 



e . Bagan Alur 

Uraian 

I. WP membayar pajak 
terutang dengan 

mengguuaknn SSPD alau 

bukti pcmbayamn lainnya 

alas dasa r SPTPD/SKPD 

2. SSPD dan atan bukti 

pembayaran divalidasi dan 
weap oleh Pejabat Kas 

Dacrah/pihak bank, 
BUDlKas Daerah 

menycmhkan 1 (satu) 

rangkap asli SSPD dan 

B ukti pernbayaran kepada 

wajib pajak dan I (satn) 

mngkap kepada BPKPD 

3. Bendahara PenerimaanIBP 

mencalut setoran tersebut 

dnl.am Register STS/SSPD 

dan mengadministrasikan 

baik sec;;:tra tertulis maupun 

sccarn sistern sesuai 

peraturnD pengelolaan 
keuaugan daerah 

4. Bendahara Penerima31:v'BP 

secara periodik (hulanan) 

membuat Laporan 

Administratif kepada 

Kepala BPKPD 

Wajib Pajak 

( Mulai ) 

~ 
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Kas Daerah 

2. Kegiatan Pembayaran Melalui Petugas 
a. Pengertian 

Bend ahara 

Penerimaan 

Register 
STSlSSPD 

Pencatatan 
secara 
sislem 

Kepala 
BPKPD 

uporan 
Administrasi 

Laporan 
I-----+-~ Administrasi 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan pembayaran kewajiban 
perpajakan daerah oleh wajib pajak melalui petugas. 
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b . Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
adalah: 
1) Wajib Pajak; 
2) Petugas; 
3) Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah; 
4) Bendahara Penerima/BP; 
5) Kepala BPKPD. 

c. Prosedur 
1) WP membayar pajak terutang melalui petugas dengan menggunakan 

STS atau bukti pembayaran lainnya atas dasar SPTPD/SKPD; 
2) STS atau bukti pembayaran lainnya dibuat rangkap 2 (dua) dengan 

distribusi sebagai beriku t: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Petugas. 

3) Petugas menyetorkan pajak yang dipungut ke tempat yang ditunjuk 
oleh Bupati atas dasar SPTPD/SKPD; 

4) SSPD atau bukti pembayaran lainnya dibuat rangkap 3 (tiga) dengan 
distribusi sebagai berikut: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Tempat yang ditunjuk oleh Bupati; 
c) BPKPD. 

5) SSPD dan atau bukti pembayaran setoran pajak yang diterima 
petugas atas penyetoran pajak yang dipungut dari wajib pajak 
divalidasi dan dicap oleh Pejabat Kas Daerahjpihak bank, 
BUD / Kas Daerah menyerahkan 1 (satu) rangkap ash SSPD dan 
Bukti pembayaran kepada wajib pajak dan 1 (satu) rangkap kepada 
BPKPD; 

6) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi 
mengarsipkan 1 (satu) rangkap SSPD; 

7) Bendahara PenerimaanjBP mencatat setoran tersebut dalam 
Register STS / SSPD dan mengadministrasikan baik secara tertulis 
maupun secara sistem sesuai peraturan pengelolaan keuangan 
daerah. 

8) Bendahara Penerimaan/BP secara periodik (bulanan) membuat 
Laporan Administratifkepada Kepala BPKPD. 

d. Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) SSPD/bukti pembayaran lainnya; 
2) Register STS/SSPD; 
3) Laporan Administratif. 



e. Bagan Alur 

Uraian 

1. WI) membayar pajak terutang 

melalui petugas dengan 
menggwwkan STS alau buk:ti 
pembayamn lainnya atas dasar 

SPTPD/SKPD 

2. Petugas menyetorkan pajak 

yang dipungut ke tempat yang 

ditunjuk olell Bupati atas 

dasar SPTPDISKPD 

3. SSPDdan atau bukti 
pembayaran setoran pajak 

yang diterima petugas alas 
penyetoran pajak yang 

dipungut ci~ri waj ib pajak 

diwllidasi dan dieap oleh 

Pejabat Kas Daerah/pihak 

bank, BUDlKas Daerab 
menyerahkan I (saw) rangkap 
asli SSPD dan Bukti 

pembaynnUl kepada wajib 
pajak dan 1 (satu) [!Ingk.ap 
kepada BPKPD 

4. SSPD atau bukti pembayaran 

Jainnya disemhkan kepada 
wajib pajak 

5. Bendaharn PenerimaanIBP 
mencatnt seloran tersebut 

dalHm Register STS/SSPD 

dan mengadministrasikan baik 
secara. tertulis maupun secara 

sislem sesua i peraluran 
pengeJolaall keuangan daemb. 

6. Belldahara PenerimaanIBP 

secara periodik (bulanan) 

membuat Lapornn 

Administratif kepada Kepala 

BPKPD 

Wajib 
Pajak 

( Mu.lai ) 

~ 

I S~I~!ill t 
~ 
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Petugas 

I 

Kas 
Daerah 

Vnlidasi 

& Set"ran 

I 

Bendahara 
Penerimaan 

SSPD W 

Y I Proses Peneatatan 

~S 
Register 
STSJSSPD 

Pcncatatan 
secara 
sistem 

Laporan 
Administrast 

Kepala 
BPKPD 

~ Laporan 
Adminisb-allj 

3 . Kegiatan Pembayaran Atas Transaksi Belanja Yang Bersumber Dari APBD 
a . Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan pembayaran kewajiban 
perpajakan daerah oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran SKPD. 

b, Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan p r osedur ini 
adalah: 
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1) Wajib Pajak; 
2) Bendahara Pengeluaran SKPD; 
3) Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah; 
4) Bendahara Penerima/ BP; 
5) Kepala BPKPD. 

c. Prosedur 
1) Wajib Pajak membayar pajak atas transaksi belanja yang menjalankan 

pola pembayaran uang persediaan/ganti uang persediaan dan 
menyerahkan bukti pembayaran pajak/SSPD/tanda bukti setoran ke 
Bendahara Pengeluaran. 

2) Bendahara Pengeillaran meminta bllkti setoran pembayaran pajak 
daerah atas transaksi belanja yang menjalankan pola pembayaran 
uang persedian / ganti uang persediaan; 

3) Bendahara Pengeluaran melampirkan bukti setoran pembayaran pajak 
daerah atas transaksi belanja yang menjalankan pola pembayaran 
1angsungjLS dalam SPPjSPM-LS. 

d. Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) SSPD jbukti pembayaran lainnya; 
2) SPP /SPM-LS; 
3) Laporan Administratif. 

e . Bagan Alur 

Uraian 

I. Wajib Pajak membayar pajak alas 
transaksi belanja yang menjalankan 

pola pemba yarrul uang persediaanJ 

ganti uang pcrsediaan dan 

menyerahkan bukti pembayardn 

pajaklSSPDltanda bukti setOl-an ke 

Bcndahara Pengeluaran 

2_ Bendahnra Pengeluaran meminta 

bukti setoran pernbayaran pajak 
daerah atas transaksi bclanja yang 

menjalankan pola pembayaran uang 

persedianJganti illlDS persediaan; 

3 _ BendahiITu Pengeluamn 

meiampirkan bnkti setoran 

pembayaran pajak daerah alas 

traIL~aksi 00131* yang menjalankan 

pola pembayaran langsungILS dalam 
SPP/SPM-LS 

Wajih 
Pajak 

( Mulai ) 

~ 

Bendahara 
Pengel uaran 

SKPD 

SPP/Sr,~~~:: I 
DanBuk~ 

Bendahara 
Penerima 

I Proses I 
Pencatatan 

/ 
Regial" 
STSlSSPD 

Selesai 

l·Ulcal.il'an 
&,..~ara 

sistem 

Kepala 
BPKPD 

Laponm 
Administrasi 

-
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D. KETETAPAN PAJAK 

Kegiatan penetapan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh WP, 
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan u raian dibawah ini. 

1. Kegiatan Penetapan Untuk Jenis Pajak Dengan Cara Dibayar Sendiri 
(Self Assessment) 
a . Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak 
terutang yang harus dibayar oleh WP untuk jenis pajak yang dibayar 
sendiri (Self Assessment). 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalarn pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
1) Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah; 
2) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian; 
3) Kepala Sub Bidang Penagihan; dan 
4) Wajib Pajak. 

c . Prosedur 
1) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian membuat nota 

perhitungan atas dasar: 
a) Hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 

atau kurang bayar; 
b) SPTPD tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

dalam surat teguran; 
c) Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi dan melaporkan 

SPTPD; 
d) Surat permohonan pengembalian dari wajib pajak. 

2) Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah tersebut dibuat surat 
ketetapannya yaitu: 
a) Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar, SPTPD tidak 

disampaikan pada waktunya, wajib pajak tidak memenuhi 
kewajiban mengisi dan melaporkan SPTPD maka diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 

b} Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan nota 
perhitungan, maka diterbitkan Surat Ketetapan. Pajak Daerah 
Nihil (SKPDN) ; 

c) Jika terdapat tarnbahan obyek pajak yang sarna sebagai akibat 
ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); 

d) Jika terdapat ke1ebihan pembayaran pajak terutang, dan atas 
dasar pengajuan permohonan pengembalian oleh wajib pajak 
maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB). 
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3) Surat Ketetapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan 
dan Penetapan Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD. Surat 
Ketetapan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Kepala Sub Bidang Penagihan; dan 
c) Arsip. 

4) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian mengarsipkan 1 
(satu) rangkap SKPDKBjSKPDNjSKPDKBT; 

5) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian mendistribusikan 
2 (dua) rangkap SKPDKBjSKPDNjSKPDKBT kepada Kepala Sub 
Bidang Penagihan; 

6) Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan 1 (satu) rangkap 
SKPDKBjSKPDNjSKPDKBT asli kepada Wajib Pajak dan 
menandatangani daftar penyerahan SKPD; 

7) Besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga atas 
terbitnya SKPDKBjSKPDNjSKPDKBTjSKPDLB diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 
ten tang Pajak Daerah. 

d . Formulir dan DaftarjBuku yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalarn pelaksanaan 
sistem dan prosedur ini antara lain: 
1) Surat Teguran; 
2) Laporan Pemeriksaan; 
3) Nota Perhitungan Pajak Daerah; 
4) SKPD; 
5) SKPDN; 
6) SKPDKB; 
7) SKPDKBT; 
8) SKPDLB; dan 
9) Daftar penyerahan SKPD. 
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2. Kegiatan Penetapan Untuk Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Secara J abatan (Official Assessment) 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak 
terutang yang harus dibayar oleh WP untuk jenis pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan secara jabatan (Official Assessment). 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
1) Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah; 
2) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian; 
3) Kepala Sub Bidang Penagihan; dan 
4) Wajib Pajak. 

c. Prosedur 
1) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian membuat nota 

perhitungan atas dasar: 
a) Berdasarkan surat pendaftaran objek pajak 
b) Berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki. 

2) Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah tersebut dibuat SKPD; 
3) Surat Ketetapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan 

dan Penetapan Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD. Surat 
Ketetapan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut: 
1) AsH untuk wajib pajak; 
2) Kepala Sub Bidang Penagihan; dan 
3) Arsip . 

4) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian mengarsipkan 1 
(satu) rangkap SKPD; 

5) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian mendistribusikan 2 

(dua) rangkap SKPD kepada Kepala Sub Bidang Penagihan; 
6) Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan 1 (satu) rangkap 

SKPD asH kepada Wajib Pajak dan menandatangani daftar penyerahan 
SKPD; 

7) Besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga atas 
terbitnya SKPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah. 

d. Formulir dan Daftar / Buku yang Digunakan 
Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) Nota Perhitungan Pajak: Daerah; 

2) SKPD; 
3) Daftar penyerahan. 
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e. Bagan Alur 

Uraian 
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Penagihan pajak dilakukan apabila sampai batas waktu yang ditentukan 
WP belum melakukan kewajibannya. Proses penagihan meliputi beberapa 
kegiatan yaitu: penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat 
paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yang 
dilanjutkan dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang atau 
pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang bila WP beritikad baik 
dan melaksanakan kewajibannya yang tertunda. Kegiatan penagihan ini 
terdiri dari beberapa sub kegiatan yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini. 
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1. Kegiatan Penagihan dengan Surat Teguran 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur lnl menjelaskan langkah-langkah yang 
dilakukan dalam rangka melakukan penagihan kepada wajib pajak 
atas SPTPD/SPOP tidak clisarnpaikan oleh wajib pajak, ketetapan 
pajak daerah yang sudah jatuh tempo dengan surat teguran. 

b . Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
1. Wajib Pajak; 
2. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan 

Daerah; 
3. Kepala Sub bidang Penagihan; 
4 . Kepala BPKPD. 

c. Prosedur 
1. Berdasarkan data dan terdapat WP yang tidak menyampaikan 

SPTPD I SPOP danl atau tidak melunasi ketetapan pajak daerah, 
Kepala Sub Bidang Penagihan melakukan pengolahan data Wajib 
Pajak dan membuat Surat Teguran; 

2 . Surat Teguran ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah atas nama 
Kepala BPKPD. Surat Teguran dibuat rangkap 2 (dua) dengan 
distribusi sebagai berikut: 
a) Ash untuk Wajib Pajak; 
b) Arsip. 

3. Selanjutnya Surat Teguran disampaikan ke Kepala BPKPD untuk 
diotorisasi; 

4. Berdasarkan Surat Teguran, Kepala Sub Bidang Penagihan 
mencatat dalam Daftar Surat Teguran; 

5. Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan Surat Teguran 
kepada WP baik langsung maupun melalui jasa a t au media lain ; 

6. Dengan pertimbangan objektif dari Kepala BPKPD, pada penerbitan 
surat teguran tahap ke dua danl atau tahap ketiga dapat disertai 
dengan penempelan stiker dan atau pemutusan jaringan listrik 
pada objek pajak yang bersangkutan disertai dengan pUblikasi 
pada media massa. 

d. Formuhr dan Daftar IBuku yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalarn pelaksanaan sisten~ 
dan prosedur ini antara lain: 
1. Surat Teguran; 
2. Daftar Surat Teguran; 
3. Daftar Penyerahan. 
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e. Bagan Alur 
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2. Kegiatan Penagihan Dengan Surat Paksa 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang 
dilakukan unt u k melakukan penagihan atas u tang pajak dan biaya 
penagihan pajak kepada wajib pajak dengan sur at paksa. 

b . Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistenl dan prosedur ini 
antara lain: 
1) Wajib Pajak; 
2) Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan 

Pendapatan Daerah; 
3) Kepala Sub bidang Penagihan; 
4) Juru Sita Pajak; 
5) Kepala BPKPD. 

c. Prosedur 
1) Berdasarkan Daftar Surat Teguranj Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran Kepala Sub Bidang Penagihan melakukan pengolahan 
data untuk WP yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari 
setelah tanggal Surat Teguran pertama belum menyet or Pajak 
terutangnya dan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Paksa. 

2) Surat Paksa ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan , 
Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah atas nama 
Kepala BPKPD. Surat Paksa dibuat rangkap 2 (dua) dengan 
distribusi sebagai berikut: 
a) AsH untuk Wajib Pajak; 
b) Arsip. 

3) Selanjutnya Surat Paksa disampaikan ke Kepala BPKPD untuk 
diotorisasi; 

4) Berdasarkan Surat Paksa, Kepala Sub Bidang Penagihan mencatat 
dalam Daftar Surat Paksa; 

5) Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan Surat Paksa 
kepada juru sita untuk disampaikan kepada WP. 

d. Formulir dan Daftar jBuku yang Digunakan 
Formulir dan daftar jbuku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) Daftar Surat TeguranjLaporan Penerimaan dan Penyetoran; 
2) Surat Paksa; 
3) Daftar Surat Paksa; 
4) Daftar Penyerahan. 
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1. Berdllsarkan Datlar Surat Tegurlln! Laporan 
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2. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah 
yang harus dilakukan untuk melakukan penagihan dengan 
menerbitkan surat peintah melaksanakan penyitaan. Hal ini 
dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak/ 
Penanggung Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
diberikan Surat Paksa. 

h. Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
1) Kepala Sub Bidang Penagihan; 
2) Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan 

Daerah; 
3) Kepala BPKPD; 
4) Juru Sita Pajak; 
5) Wajib Pajak. 

c. Prosedur 
1) Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran/daftar surat 

paksa, Kepala Sub Bidang Penagihan melakukan pengolahan data 
untuk WP yang belum melunasi hutang Pajaknya selambat
lambatnya selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa dan 
melakukan pembuatan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

2) Surat Perintah melaksanakan Penyitaan ditandatangani oleh Kepala 
Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan 
Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 3 (tiga) 
dengan distribusi: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Tembusan untuk juru sita pajak; 
c) Arsip. 

3) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Sub 
Bidang penagihan mencatat dalam Daftar Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan; 

4) Selanjutnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan 
ke Kepala BPKPD untuk diotorisasi; 

5) Kepala Sub Bidang penagihan mendistribusikan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan kepada juru sita untuk disampaikan 
kepada WP; 

6) Atas dasar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Juru Sita 
Pajak melaksanakan penyitaan disaksikan oleh sekurang 
kurangnya 2 (dua) orang penduduk yang sudah dewasa/ aparat 
desa dan/ atau orang yang dikenal oleh juru sita dan dapat 
dipercaya dengan menyegel barang barang milik WP yang boleh 
disita menurut Perundang-undangan yang dirinci pada Berita 
Acara Pelaksanaan Sita; 
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7) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak 
membuat Laporan Pelaksanaan Penyitaan dengan di ketahui oleh 
Kepala BPKPD. 

d. Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan 
sistem dan prosedur ini antara lain: 
1) Buku Penerimaan dan Penyetoran/daftar surat paksa; 
2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 
3) Berita Acara Pelaksanaan Sita; 
4) Laporan Pelaksanaan Penyitaan; 
5) Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
6) Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 
7) Daftar Penyerahan. 
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Kepala Sub bjdang 
Penagihan 

Daftar Sri. 
PaksalLap. 
Penerimaan 

d.tn 
Penyerorm 

G 

'----- -~ 
OJah d.t. &: 

pembu.11an Sit. 
penyilaan 

r D.fta.rSn. 
PCllyitaan 

~ 

1 selesai 

r±, 
~ 

32 

Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengembangan dan Penagihan 

Pendapatan Daerah 

Kepala 
BPKPD 

Ot~"'i I 

Juru Sita Pajak WajibPajak 

Dab 
Penyerahaa 



33 

3. Kegiatan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah untuk 
mengumumkan dan pela ksanaan lelang atas barang yang disita 
untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak. 

b . Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
an tara lain: 
1) Kepala Sub Bidang Penagihan; 
2) Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan 

Pendapatan Daerah; 
3) Kepala BPKPD; 
4) KPKNL/Kantor Lelang Negara. 

c. Prosedur 
1) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Sub 

Bidang Penagihan melakukan pengolahan data dan membuat Surat 
Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP yang belum melunasi 
hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 
(empat belas) hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 

2) Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang ditandatangani oleh Kepala 
Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan 
Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) 
dengan distribusi: 
a) KPKNL/Kantor Lelang Negara; 
b) Arsip. 

3) Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang disampaikan kepada Kepala 
BPKPD untuk diotorisasi dan selanjutnya dicatat kedalam Daftar 
Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang; 

4) Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan Surat Permintaan 
Pelaksanaan Lelang ke KPKNL/Kantor Lelang Negara; 

5) Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh 
Kepala BPKPD dan Penyiapan berkas penyitaan WP yang akan di 
le1ang; 

6) Setelah berkas penyitaan WP lengkap dan waktu sudah m endapat 
persetujuan dari Kepala BPKPD, men yampaik an penegasan kepada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Kantor 
Lelang N egara; 

7) Berdasarkan Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang dan berkas 
penyitaan WP yang bersangkutan, KPKNL/Kantor Lelang Negara 
melaksanakan Pengumuman Lelang; 

8) KPKNL/Kantor Lelang Negara melaksanakan Lelang sesuai dengan 
hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. 

d . Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan antara lain: 
1) Formulir Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang; 
2) Daftar Surat Perintah Melaksanakan Peny itaan; 
3) Daftar Surat Permin taan Pelaksanaan Lelang; 
4) Daftar Penyerahan. 



e . Bagan Alur 

Uraian 

1. Berdasarkan Sural Perinlah Melaksanakan 
Penyitaan, Kepa la Sub Bidang Pcnagihan 
melat..:ukan pengolahan data dan membuat Sural 
Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP yang 
beluro melunasi hutang pajakoya sampai dcngan 
berakhirnya batas waktll 14 (eropat belas) hari sejak: 
tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

~ . Sural Permintaan Pelaksanaan Lelang 
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengembangan dan Penagilian Pendapatan Daerah 
atas nama. Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 
(dua) dengan disLribusi : 

a) KPKNLlKantor Lelang Negara ; 

b) Arsip 
~ . Surat Perrnintaan Pelaksanaan Lelang disampawn 

kepada Kepala BPKPD untuk diotorisasi dan 
selanjutnya dieatal kedalam Daftar SUrdt 
Permintaan Pelaksanaan Lelang; 
Kepala Sub Bidang Penagihan mendislribusikan 
Sural Permintaan Pelaksanaan Lelang ke 
KPKNLlKantor Lelang Negarn; 

15 . Memeriksa hari , tanggal dan jam pelelangan yang 
disetujui oleh Kepala BPKPD dan Penyiapan berkas 
penyitaan WP yang akan di lelang; 

~ . Setelah berkas penyitaan \VP lengkapdan waktu. 
sudah mendapat persetujuan dari Kepala BPKPD, 
menyampaikan penegasan kepada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL)lKantor Lelang Negara; 

~ . Berdasarkan Sural Permintaan Pelaksanaan Lelang 
dan berkas penyitaan WP yang bers8ngk.-utan, 
KPKNLlKantor Lelang Negara melaksanakan 
Pengumuman Lelang; 

~ . KPKNLlKanlor Lelang NegaI8 melaksaoakan 
Lelan!!; sesuai dengan hari , (anggal, danjaro yang 
telah diientukan 
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4. Kegiatan Pencabutan Penyitaan 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah 
dalam rangka mencabut kembali langkah penagihan dengan 
penyitaan karena wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya 
sesudah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

b. Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
1) Kepala Sub Bidang Penagihan; 
2) Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan 

Pendapatan Daerah; 
3) Kepala BPKPD; 
4) Juru SitaPajak. 

C. Prosedur 
1) Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran, Kepala Sub 

Bidang Penagihan mengolah data dan membuat surat pencabutan 
penyitaan untuk WP yang telah melunasi hutang pajaknya setelah 
penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

2) Surat Pencabutan Penyitaan clitandatangani oleh Kepala Bidang 
Pernbinaan, Pengernbangan dan Penagihan Pendapatan Daerah 
atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan 
distribusi: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Juru Sita Pajak; 
c) Arsip . 

3) Surat pencabutan penyitaan disampaikan kepada Kepala BPKPD 
untuk diotorisasi dan selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat 
surat pencabutan penyitaan. 

4) Setelah dicatat, Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan 
surat pencabutan tersebut kepada WP dan tembusan kepada Juru 
Sita Pajak. 

5) Berdasarkan tembusan surat pencabutan penyitaan, J uru Sita 
Pajak melaksanakan pencabutan penyitaan dengan pembuatan 
Berita Acara Pencabutan Penyitaan; 

6) Selanjutnya membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan 
dengan diketahui oleh Kepala BPKPD; 

d. Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan 
Forrnulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistern 
dan prosedur ini antara lain: 
1) Surat Pencabutan Penyitaan; 
2) Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan; 
3) Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan; 
4) Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
5) Daftar Surat Pencabutan Penyitaan; 
6) Daftar Penyerahan. 



e. Bagan Alur 

1. 

Uraian 

Berdosarkan Buku Peuenmaan dan Penyetoran, 
Kepals Sub Sidang Penagihau mengolah data dan 
membuat surat pencabutan penyitaan untuk WP 
yang telah melunasi hutang pajaknya setelah 
penerbitan surat perintah melaksanakan 
penyitaan. 

2. Surat Pencabutan Penyitaan ditandatangani oleh 
Kepala Bidang Pembinaan, Pcngembangan dan 
Penagihan Peudapatan Daerah atas nama Kepala 
BPKPD dan dibuat rangkap 3 (liga) dengan 
distribusi : 
a)Asli umuk wajib pajak; 
b)Juru Sita Pajak; 
c) Arsip. 

3. Surat pencabutan penyitaan disampaikan kepada 
Kepa!a BPKPD untuk diotorisasi dan selanjutnya 
dica tat kedalam Daftar Surat sural pencabutan 
penyitoan . 

4. 

5. 

6 . 

Setelah dicatat, Kepals Sub Sidang Penagihan 
mendistribusikan surat pencsbutau tersebut 
kepada WP dan tembusan kepada Juru Sita Pajak. 
Berdasarkan tembusan surat pencabutan 
penyitaan, Jllm Sita Pajak ll1elakssnskan 
pencabutan penyitaao dengan pembllatan Berita 
AcaIa Pencabutan Penyi(aan; 
Selanjutnya membuat Laporan Pelaksanaan 
Pencabutan Penyitaan dengan diketahui oleh 
Kepala BPKPD; 
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3 . Kegiatan Pencabutan Pengumuman Lelang 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah 
dalam rangka mencabut kembali pengumuman pelelangan karena 
wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya sebelum Pengumuman 
Lelang. 

b . Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
an tara lain: 
1) Kepala Sub Bidang Penagihan; 
2) Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan 

Pendapatan Daerah; 
3) Kepala BPKPD; 
4) Juru Sita Pajak; 
5) KPKNLjKantor Lelang Negara. 

c. Prosedur 
1) Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran, Kepala Sub Bidang 

Penagihan mengolah data dan membuat surat pencabutan 
pengumuman lelang untuk WP yang telah melunasi utang pajak 
sebelum pengumuman lelang. 

2) Surat Pencabutan pengumuman le1ang ditandatangani oleh Kepala 
Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan 
Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) 
dengan distribusi 

a) Asli untuk KPKNL / Kantor Lelang Negara; 
b) Arsip. 

3) Kepala Sub Bidang Penagihan menyampaikan surat pencabutan 
pengumuman lelang kepadaKepala BPKPD untuk diotorisasi, 
selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat Pencabutan 
Pengumuman Lelang; 

4) Setelah dicatat, Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan 
surat pencabutan tersebut kepada KPKNLjKantor Lelang Negara; 

5) Berdasarkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang, 
KPKNL/Kantor Lelang Negara membatalkan pengumuman lelang. 

d . Formulir dan Daftar jBuku yang Digunakan 
Formulir dan daftarjbuku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) Surat Pencabutan Pengumuman Lelang; 
2) Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
3) Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang; 
4) Daftar Penyerahan. 



e. Bagan Alur 

Uraian 

1. Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran, Kepala 

Sub Bidang Penagihan mengolah data dan membuat 
surat pencabutan pengumuman lelang untuk WP yang 

telah melunasi utllng pajak sebelum pengumuman 
lelang. 

p. Surat Peneabutan pengumurnan lelang ditandatangani 

oleh Kepala Bidang Pernbinaan, Pengembangan dan 
Penagihan Pendapatan Daerah atas nama Kepala 

BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi 
a) Asli untuk KPKNLlKantor Lelang Negara; 
b) Arsip . 

~ . Kepala Sub Bidang Penagihan menyampaikan surat 

pencabutan pengurnuman lelang kepada Kepala 
BPKPD untuk diotorisasi , selanjutnya dieatat kedalam 

Daftar Surat Pencabutan Pengumurnan Lelang; 
~. Setelah dieatat, KepaJa Sub Bidang Penagihan 

mendistribusikan surat pencabutan tersebut kepada 
KPKNLlKantor Lelang Negara; 

15· Berdasarkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang, 
KPKNLlKantor Lelang Negara membatalkan 
pengumuman lelang 
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4. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah dalam 
melakukan penagihan atas hutang pajak yang belum disetor oleh 
wajib pajak. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan 
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada 
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran 
yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa 
pajak, dan tahun pajak. Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan 
Seketika dan Sekaligus dilakukan apabila: 
1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama

lamanya atau bemiat untuk itu; 
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 

yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 
perusahaan, atau pekeIjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 
badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan 
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 
5. TeIjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan. 

b. Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
1. Kepala Sub Bidang Penagihan; 
2. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan 

Daerah; 
3. Juru Sita Pajak; 
4. Wajib Pajak. 

c. Prosedur 
1. Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran, Kepala Sub Bidang 

Penagihan melakukan pengolahan data dan membuat Surat 
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) untuk WP 
yang belum melunasi utang pajak .. 

2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) 
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan 
Penagihan Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat 
rangkap 3 (tiga) dengan distribusi: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Juru Sita Pajak; 
c) Arsip. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan menyampaikan Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) kepada Kepala 
BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat 
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S); 
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4. Setelah dicatat, Kepala Sub Bidang Penagihan mendistribusikan 
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) 
tersebut kepada juru sita untuk disampaikan kepada WP dan 
melaksanakan penagihan. 

5. Selanjutnya membuat laporan pelaksanaan penagihan seketika dan 
sekaligus dan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai 
berikut: 
a) Kepala BPKPD; 
b) Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan 

Penagihan/Kepala Sub Bidang Penagihan; 
c) Arsip. 

d. Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan 
Fonnulir dan daftar / buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S); 
2. Laporan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 

(SPPS & S); 
3. Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
4. Daftar SPPS & S; 
5 . Daftar Penyerahan. 



e. Bagan Alur 

Uraian 

1. Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran, Kepala 
Sub Bidang Penagihan melakukan pengolahan data dan 
membuat Sura! PerintahPenagiban Seke!ika dan Sekaligus 
(SPPS & S) untuk WP yang belum melunasi utang pajak. 

p. Sura! Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & 
S) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah atas 
nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan 
distribusi: 
a) Asli untuk wajib pajak; 
b) Juru Sila Pajak; 
e) Arsip. 

~ . Kepala Sub Bidang Pcnsgihan menyampaikan Surat 
Perintsh Penagihan Sekelika dan Sekaligus (SPPS & S) 
kepada Kepala BPKPD untuk diotorisasi , selanjutnya 
dieatat kedalam Daftar Sural Perintah Penagihao Seketika 
dan Sekaligus (SPPS & S); 

r. Setelah dieatat, Kepala Sub Bidang Penagiban 
meodis tribusikao Sura! Periotah Penagihan Seketika dan 
Sekoligus (SPPS & S) tersebut kepada juru si ta untuk 
disampaikan kepada WP dan melaksanakan penagihan . 

~. Selaojutnya membua! laporan pelaksanaan penagiban 
seketika dan sekaligus dan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan 
distribusi sebagai beril .. :ut: 
a) Kepala BPKPD; 
b) Kepala Bidang Pembinaan, PengeOlbangan dan 

PenagihanIKepala Sub Bidang Penagihan; 
c) Arsip. 
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F. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI 

Kepala Daerah menunjuk Kepala BPKPD, Kepala Bidang Perencanaan dan 
Penetapan Pendapatan Daerah at as nama kepala BPKPD dapat 
membetulkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak 
atau karenajabatannya. 
1. Pengertian 

Sistem dan prosedur illl menjelaskan langkah-langkah yang 
dilaksanakan dalam melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminstrasi. 

2 . Pihak-pihak yang Terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
a. Wajih Pajak; 
b. Kasubid Pelayanan Pendapatan Daerah; 
c. Kasubid Penetapan dan Pengendalian; 
d. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah. 

3 . Prosedur 
1. Pelayanan/Kasubid Pelayanan menerima dan memeriksa Surat 

Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari WP dan 
mencatatnya kedalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, 
Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 
Pengurangan Sanksi Administrasi beserta kelengkapannya; 

2. Berdasarkan Surat Permohonan dan kelengkapannya, Kasu bid 
Penetapan dan Pengendalian melakukan penelitian dan membuat 
Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan; 

3. Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan ditandatangani oleh 
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah atas 
nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi: 
1) Wajib Pajak/Pemohon; 
2) Arsip. 

4. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian menyampaikan 
Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan kepada Kepala BPKPD 
untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat 
Keputusan Pembatalan atau Penolakan; 

5. SKPDjSKPDKBjSKPDKBTjSKPDNjSKPDLB yang baru, diterbitkan 
atas dasar Surat Keputusan Pembatalan atau diterbitkan secara 
jabatan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

6. Surat Keputusan didistribusikan kepada WP dengan tembusan kepada 
pihak-pihak yang terkait. 
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4. Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
a. SKPD; 
b. SKPDN; 
c. SKPDKB; 
d. STPDKBT; 
e. SKPDLB; 
f. Surat Permohonan Pembetulan; 
g. Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan; 
h. Surat Keputusan Pembetulan; 
i. Buku Register Surat Permohonan Pembetulan; 
j . Buku Register Surat Keputusan Pembetulan; 
k. Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan; 
1. Daftar Penyerahan. 



1. 

2. 

3. 

5. Bagan Alur 

Uraian 

PelayananlKasubid Pelayanan menerima dan rnemeriksa Sural 
Permohonan Pembetulan, Pernbatalan, Pengurangan Ketetapan. 
dun Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari 
'.}iP dan mencatatnya keda lam Buku Register Surat Permohonan 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 
Penghapusan a tau Pengurangan Sanksi Administrasi beserta 
kelengkapannya; 

Berdasarkan Surat Permohonan dan kelengkapannya, Kasubid 
Penetapan dan Pengendalian rnelakukan penelitian dan membuat 
Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan; 

Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan ditanda tangani oleh 
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah 
atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan 
disuibusi: 
a. Wajib PajakIPemohon; 
b. Arsip. 

4. Kepala Sub Bidang P~netapan dan Pengendalian menyampaikan 
Sural Keputusan Pembatalan atau Penolakan kepada KepaJa 
BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Dafinr 
Surat Keputusan Pembatalan atau Penolakan; 

5. SKPD/SKPDKBfSKPDKBT/SKPDNISKPDLB yang baru, 
diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Pembatalan atau 
diterbitkan secara jabatan yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan perundang
undanganperpajakandaerah; 

6. Sural Keputusan didistribusikan kepada WP dengan tembusan 
kepada pihak-pihak yang terkait. 
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G. PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak (WP) dapat rnernohon angsuran atau 
penundaan pernbayaran pajak yang rnenjadi kewajibannya sesuai dengan 
prosedur yang telah ditentukan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub 
kegiatan yang akan diuraikan dibawah ini. 
1. Pengajuan Perrnohonan Angsuran Pem bayaran 

a. Pengertian 
Sistern dan prosedur ini rnenjelaskan pengajuan perrnohonan 
angsuran pernbayaran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak 
dan pernberian persetujuan atau penolakan. 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sis tern dan prosedur 
ini antara lain: 

I)Wajib Pajak; 
2)Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian; 
3)Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah; 
4)Kepala BPKPD; 

c. Prosedur 
1) PelayananjKasubid Pelayanan menerima dan mencatat Surat 

Perrnohonan Angsuran dan kelengkapannya dari waj ib pajak 
kedalarn Buku Register Surat Perrnohonan Angsuran; 

2) Berdasarkan Surat Perrnohonan dan kelengkapannya, Kasu bid 
Penetapan dan Pengendalian rnelakukan penelitian dan rnernbuat 
rancangan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Pernberitahuan 
Penolakan Angsuran; 

3) Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Pernberitahuan Penolakan 
Angsuran ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 
Penetapan Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD dan 
dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi: 
a) Wajib Pajak/Pernohon; 
b) Arsip. 

4) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian rnenyampaikan 
Surat Petjanjian Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan 
Angsuran kepada Kepala BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya 
dicatat kedalam Daftar Surat Perjanjian Angsuran atau Surat 
Pemberitahuan Penolakan Angsuran; 

5) Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan 
Angsuran didistribusikan kepada WP. 

d . Formulir dan Daftar / Buku Yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) Surat Permohonan Angsuran; 
2) Surat Petjanjian Angsuran; 
3) Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran; 
4) Buku Register Surat Permohonan Angsuran; 
5) Daftar Surat Perjanjian Angsuran; 
6) Daftar Penyerahan. 



e . Bagan Alur 

Uraian 

J) PelayananlKasubid Pelayanan menerima dan mencatat Surat 
Pcrmohonan Angsuran dan kelengkapannya dari wajib pajak 
kedalam Buku Register Surat Pennohonan Angsuran; 

2) Berdasarkan Surat Pcrmohonan dan kelengkapannya. Kasubid 
Penetapan dan Pengendalian melakukan penelitian dan membuat 
rancangan Surat Perjanjian Angsuran aiau Surat Pemberitabuan 

Penolakan Angsuran; 

3) Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Pemberitahuan PenoJakan 
Angsuran ditandaiangani oleh Kepala Bidang Pereneanaan dan 
Penetapan Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD dan 
dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi : 
a) Waj ib PajaklPemohon; 
b) Arsip. 

4) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengenda)jan menyampaikan 
Surat Perjanjian Angsuran ata u Surat PemberitahUlln Penolakan 
Angsuran kepada Kepa la BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya 
dieatat kedalam Dafiar Sura! Perjanj ian Angsuran atau Surat 

Pemberitahuan Penolakan Angsuran; 

5) Sural Perjanj ian Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan 
Angsuran didistribusikan kepada WP. 
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2. Kegiatan Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan 
penundaan pembayaran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib 
pajak dan pemberian persetujuan atau penolakan. 

b. Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur 
ini terdiri dari: 
I} Wajib Pajak; 
2) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian; 
3) Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah; 
4) Kepala BPKPD. 

c . Prosedur 
1. Pelayanan/Kasubid Pelayanan menerima dan mencatat Surat 

Permohonan Penundaan Pembayaran dan kelengkapannya dari 
wajib pajak kedalam Buku Register Surat Permohonan Penundaan 
Pembayaran; 

2. Berdasarkan Surat Permohonan dan kelengkapannya, Kasubid 
Penetapan dan Pengendalian melakukan penelitian dan membuat 
rancangan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan 
Pembayaran; 

3 . Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran 
ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan 
Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 
2 (dua) dengan distribusi: 
a) Wajih Pajak/Pemohon; 
b) Arsip. 

4 . Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian menyampaikan 
Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran 
kepada Kepala BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat 
kedalam Daftar Surat Permohonan Penundaan Pembayaran; 

5. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran 
didistribusikan kepada WP. 

d. Formulir dan Daftar / Buku Yang Digunakan 
1) Surat Permohonan Penundaan Pembayaran; 
2) Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran; 
3) Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran; 
4) Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran; 
5) Daftar Persetujuan Penundaan Pernbayaran; 
6) Daftar Penyerahan. 



e. Bagan Alur 

I. PelayananlKasubid Pelayanan menerima dan mencatal 
Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dan 
kelengkapannya dari wajib pajak kedalam Buku 
Register Surat Permohonan Penundaan Pembayaran; 

2. Berdasarkan Surat Permohonan dan kelengkapannya, 
Kasubid Penetapan dan Pengendalian melaJ...'Ukan 
penelilian dan membuat rancangan Surat Keputusan 
Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran; 

3. Surat Keputusan PersetujuaniPenolakan Pemmdaan 
Pembayaran ditandatangani oleb Kepala Bidang 
Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah atas 
nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) 
dengan distribusi : 
a) Wajib PajakiPemohon; 
b) Arsip. 

4. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian 
menyampaikan Surat Keputusan PersetujuaniPenolakan 
Penundaan Pembayaran kepada Kepala BPKPD untuk 
diotorisasi , selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat 
Permohollan Penundaan Pembayarall; 

5. Surat Keputusan PersetujuaniPenolaka.n Pellundaan 
Pembayaran didistribusikankepada WP . 
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H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BPKPD, dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan harus memberikan 
keputusan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah 
dilampaui dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sebulan. Pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak ditebitkan SKPDLB dan apabila dilakukan lebih lama, 
diberikan imbalan Bunga sebesar 20/0 sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 
1. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan 
untuk menangani permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
oleh wajib pajak dan penerbitan SKPDLB serta penerbitan SPMKPD 
sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran. 

2. Pihak-pihak yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
a . Wajib Pajak; 
b. Kepala Sub Bidang Pelayanan; 
c. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian; 
d. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan; 
e. Bidang Perbendaharaan; 
f. Kepala BPKPD; 
g. BUD /Kuasa BUD. 

3. Prosedur 
a. PelayananjKasubid Pelayanan menerima dan mencatat Surat 

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan 
kelengkapannya dari wajib pajak kedalam Buku Register Surat 
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 

b. Berdasarkan Surat Permohonan dan kelengkapannya, Kasubid 
Penetapan dan Pengendalian melakukan pemeriksaan dan membuat 
Laporan Hasil Pemeriksaan; 

c. Laporan Hasit Pemeriksaan dimintakan konfirmasi kepada WP dan 
apabila telah disetujui WP ikut menandatangani laporan 
pemeriksaan, selanjutnya Kasubid Penetapan dan Pengendalian 
melakukan penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan 
kelebihan pembayaran pajak dengan memperhitungkan tunggakan 
pajak (apabila ada) dan dibuat nota perhitungan; 

d. Setelah diperhitungkan dengan tunggakan pajak yang lain temyata 
kelebihan pembayaran Pajak kurang/sama dengan tunggakan, maka 
WP menerima Bukti Pemindahbukuan sebagai Bukti Pembayaranj 
Kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB 
tidak diterbitkan. 
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e. SKPDLB ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 
Penetapan Pendapatan Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat 
rangkap 3 (tiga) dengan distribusi dan dicatat dalam daftar 
penyerahan 
1) Wajib Pajak; 
2) Bidang Perbendaharaan; 
3) Arsip. 

f. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian menyampaikan 
SKPDLB kepada Kepala BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat 
kedalam Daftar SKPDLB; 

g. Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. 
SPMKPD dibuat rangkap 2 (dua) dengan di stribusi: asH untuk 
BUD /Kuasa BUD dan arsip. 

h . SPMKPD selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKPD untuk 
diotorisasi kemudian didistribusikan untuk diproses penerbitan SP2D 
sebagai kelebihan pembayaran pajak kepada WP .. 

4. Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan 
Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistern 
dan prosedur ini antara lain: 
a. Surat Perrnohonan Pengernbalian Kelebihan Pernbayaran Pajak 

Daerah; 

b . SKPDLB; 
c . SPMKPD; 
d . Bukti Pernindahbukuan; 
e. Daftar SKPDLB; 
f. SP2D; 
g. Daftar Penyerahan. 



5 . Bagan Alur 

Uraian 

1. PelayananlKasubid Pe1ayanan menerimB dan mencatat Surat 
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan 
kelengkapannya dari wajib pajak kedalam Buku Register Surat 
Permohonan Pengembalian Kclebihan Pembayaran Pajak; 

b. Berdasarkan Surat Permobonan dan kelengkapannya, Kasubid 
Penetapan dan Pengendalian melakukan pemeriksaan dan 
membuat Laporan Hasil Pemeriksaan; 

~ . taporan Hasil Pemeriksaan d.imintakan konfhmasi kepada \VP 
dan apabila Lelah dise1ujui WP ikut menandatangani laporan 
pemeriksaan, se!anjulnya Kasubid Penetapan dan Pengendalian 
melakukan penghitllngan untuk dilakukan penghitungan 
penetapan kelebiltan pembayaran pajak dengan memperhitungkan 
tunggakan pajak (apabila ada) dan dibuat nota perhitungan; 
Setelah diperhitungkao deogan tunggakan pajak yang lain 
temyata kelebi.lu!n pernbayaran Pajak kuranglsama dengan 
tunggakan, maka WP menerima Bukti Pemindahbllkuan sebagai 
Bukti Pembayaranl Kompensasi dengon pajak terutang dimaksud, 
karenanya SKPDLB tidok diterbitkan. 

~ . SKPDLB ditandatangani oleh Kepa la Bidang Perencanaan dun 
Penetapsn Pendapatan Daerah atas nama Kopala BPKPD dan 
dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi dan dieatat dalam daftar 
penyerahao 
a. Wajib Pajak; 
b. Bidang Perbendaharaan; 
c. Arsip. 

~. Kepala Sub Bidang Penetapao dan Peogendalian menyampnikan 
SKPDLB kepada Kopala BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya 
dicatat kedalam Daftar SKPDLB~ 

f7. Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. 
SPMKPD dibuat rangkap 2 (dua) dengIID distribusi: asli untuk 
BUDlKlIasa BUD dan arsip. 

~. SPMKPD selanjutnya disampaiklln kcpada Kepala BPKPD untuk 
diotorisasi kemudian didistribusikan untuk diproses penerbitan 
SP2D sebagai kelebihan pembayaran pajak kepada WP. 
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1. KEBERATAN DAN BANDING 

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang 
dikenakan kepadanya. Sedangkan Apabila Wajib Pajak tidak atau belum 
puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, Wajib Pajak dapat 
mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

1. Kegiatan Penyelesaian Keberatan 
a. Pengertian 

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penyelesaian keberatan 
yang diajukan oleh wajib pajak atas ketetapan pajak daerah yang 
terutang. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 
ketetapan , kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karen a keadaan diluar 
kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak. 

b . Pihak-pihak Yang Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan s istem dan prosedur ini 
antara lain: 
1) Wajib Pajak; 
2) Kasu bid Pelayanan Pendapatan Daerah 
3) Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian; 
4) Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan; 
5) Kepala BPKPD. 

c. Prosedur 
I} Pelayanan/Kasubid Pelayanan menerima dan mencatat Surat 

Permohonan Keberatan dan kelengkapannya dari wajib pajak 
kedalam Buku Surat Register Permohonan Keberatan; 

2) Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dan kelengkapannya, 
Kasubid Penetapan dan Pengendalian melakukan pemeriksaan dan 
membuat Laporan Hasil Pemeriksaan; 

3) Laporan Hasil Pemeriksaan dimintakan konfirmasi kepada WP dan 
apabila telah disetujui WP ikut menandatangani laporan 
pemeriksaan, selanjutnya Kasubid Penetapan dan Pengendalian 
membuat rancangan Surat Keputusan Keberatan/Penolakan 
Keberatan; 

4) Surat Keputusan Keberatan/Penolakan Keberatan ditandatangani 
oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan 
Daerah atas nama Kepala BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dua) 
dengan distribusi: 
a) Wajib Pajak; 
b) Arsip. 
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5) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian menyampaikan 
Surat Keputusan Keberatan/Penolakan Keberatan kepada Kepala 
BPKPD untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar 
Surat Keputusan Keberatan/Penolakan Keberatan; 

6) Keputusan atas keberatan yang diajukan harus ditanggapi dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima. 

7) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang 
terutang. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat 
dan tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

d . Formulir dan Daftar / Buku yang Digunakan 
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain: 
1) Surat Permohonan Keberatan 
2) Laporan Hasil Pemeriksaan; 
3) Surat Keputusan Penolakan Keberatan; 
4) Surat Keputusan Keberatan; 
5) Buku Register Surat Permohonan Keberatan; 
6) Buku Register Surat Keputusan Keberatan; 
7) Daftar Penyerahan. 



e. Bagan Alur 

Uraian 

I) PelayananIKBsubid Pelayanan menerima dan mencalal 
Surat Permohonan Keberatan dan keJengkapalillya dari 
wajib pajak kedalam Buku Surat Register Permohonan 
Keberatan; 

2) Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dan 
keJengkapannya. Kasubid Penetapan dan Pengel1daJian 
melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan HasiJ 
Pemeriksaan; 

3) Laporan Hasil Pemeriksaan dimintakan konfirmasi 
kepada WP dan apabila telah disetujui WP ikut 
menandatangani Japoran pemeriksaan. selanjutnya 
Kasubid Penetapan dan Pengendalian membuat 
rancangan Surat Keputusan KeberatanlPenolakan 
Keberatan; 

4) Surat Keputusan KeberatanIPenolakan Keberatan 
ditandalangani oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 
Penetapan Pendapatan Daerah atas nama Kepala 
BPKPD dan dibuat rangkap 2 (dun) dengan distribusi : 
a. Wajib Pajak; 
b Arsip. 

5) Kepala Sub Bidang Penelapan dan Pengendalian 
menyampaikan Sural Keplltusan KeberatanIPenolakan 
Keberatan kepada Kepala BPKPD untuk diotorisasi , 
selanjulnya dieatal kedalam Daftar Surat Keputusan 
KeberatanlPenolakan Keberatan~ 

6) Keputusan atas keberatan yang diajukan harus 
d itanggapi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak langgal surat keberatan diterima. 

7) Keputusan alas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besamya pajak yang lerutang. Apabi la ja.ngka waktu 
12 (dua belas) bulan telah lewst dan tidak memberi 
keputusan, keberalan yang diajukan tersebul dinnggap 
dikabulkan. 
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2. Kegiatan Banding 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Bupati. Permohonan banding diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salin an dari surat 
keputusan keberatan tersebut. Pengajuan banding menangguhkan 
kewajiban membayar pajak sampai dengan sebulan sejak tanggal 
penerbitan putusan banding. 

Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga 2% perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKPDLB. 

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak 
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah 
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, kecuali wajib pajak 
mengajukan banding. 

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib 
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1000/0 dari 
jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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